
GUBERNUR SULAWESI TENGAH

PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
NOMOR 09 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
NOMOR 06 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA

DINAS D I N A S  DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

Menimbang: a. bahwa reformasi birokrasi pemerintah daerah sesuai dengan
tuntutan v is i  dan  m is i  pemerintahan daerah menghendaki
penguatan kelembagaan perangkat daerah per lu di lakukan
agar tercapai  optimalisasi pelaksanaan tugas  d a n  fungs i
perangkat daerah dalam mewujudkan tujuan pembangunan di
daerah;

b. bahwa u n t u k  m e m e n u h i  t u n t u t a n  masya raka t  a k a n
kebutuhan p e l a y a n a n  o l e h  p e m e r i n t a h  d a e r a h ,  d a n
terdapatnya u r u s a n  pemer in tahan d a e r a h  berdasarkan
ketentuan p e r a t u r a n  perundang-undangan y a n g  h a r u s
ditangani serta penyesuaian dengan perkembangan organisasi
kelembagaan pusat maka perangkat daerah berbentuk dinas
daerah d i  Prov ins i  Sulawesi  Tengah  p e r l u  peningkatan
pengurusan k e  d a l a m  d i n a s  tersendi r i  d a n  perubahan
nomenklatur;

c. bahwa u n t u k  member ikan kepas t ian  h u k u m  mengenai
peningkatan u rusan  menjadi  d inas  daerah tersendir i  d a n
perubahan n o m e n k l a t u r  p e r l u  m e l a k u k a n  p e r u b a h a n
Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 06 Tahun
2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Divas-Divas Daerah
Provinsi Sulawesi Tengah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana d imaksud
dalam h u r u f  a ,  h u r u f  b ,  d a n  h u r u f  c  per lu  menetapkan
Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah
Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 0 6  Ta h u n  2008 tentang
Organisasi d a n  Ta t a  Ke r ja  Dinas-Dinas Daerah Provinsi
Sulawesi Tengah;

Meneineat :  1 .  Pasal 18 avat f61 Undang-Unda-ng Dnsar Negars Re-nu-fink



2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2
Tahun 1 9 6 4  ten tang  Pembentukan Daerah  Tingka t  I
Sulawesi Tengah dan Daerah t ingkat I  Sulawesi Tenggara
dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun
1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat  I  Sulawesi
Utara-Tengah d a n  Daerah Tingkat  I  Sulawesi Selatan-
Tenggara (Lembaran Negara Republ ik Indonesia Ta h u n
1964 N o m o r  7 )  m e n j a d i  Undang-Undang (Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);

3. Undang-Undang N o m o r  3 2  T a h u n  2 0 0 4  t e n t a n g
Pemerintahan D a e r a h  ( L e m b a r a n  N e g a r a  R e p u b l i k
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah
diubah dengan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2 0 0 8  tentang Perubahan Kedua  a t a s  Undang-
Undang Nomor 3 2  Ta h u n  2 0 0 4  tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4844);

4. Peraturan Pemerintah Nomor  4 1  Ta h u n  2 0 0 7  tentang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun  2007 Nomor 89,  Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 7  Tahun  2007
tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat
Daerah;

6. Peraturan. D a e r a h  N o m o r  0 6  Ta h u n  2 0 0 8  t e n t a n g
Organisasi dan  Ta ta  Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi
Sulawesi Tengah (Lembaran Daerah Provinsi  Sulawesi
Tengah Ta h u n  2 0 0 8  Nomor  0 6 ,  Tambahan Lembaran
Daerah Nomor 06);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

dan
GUBERNUR SULAWESI TENGAH

MEMUTUS KAN :

Menetapkan P E R A T U R A N  D A E R A H  TENTANG PERUBAHAN A T A S
PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
NOMOR 06 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA
KERJA DINAS -  DINAS D A E R A H  PROVINSI SULAWESI
TENGAH.

Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
Nomor 06  Ta h u n  2008 tentang Organisasi dan  Ta ta  Kerja Dinas-Dinas
Daerah Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi
Tengah Ta h u n  2008  Nomor  06 ,  Tambahan Lembaran Daerah Provinsi
Sulawesi Tengah Nomor 06) diubah sebagai berikut :



1. Ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf a, huruf e dan huruf n diubah, huruf f
dihapus, dan di antara huruf f  dan huruf g disisipkan 3  (tiga) huruf,
yakni huruf 11, huruf f2 dan huruf f3, dan ditambah 1 (satu) huruf,
yakni huruf q, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2
(1) Dinas Daerah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah Provinsi.
(2) Dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. Dinas Pendidikan d a n  Kebudayaan Daerah Provinsi Sulawesi
Tengah;

b. Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;
c. D inas Sosial Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;
d. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Provinsi Sulawesi

Tengah;
e. Dinas Perhubungan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;
f. d ihapus;
f1. Dinas Bina Marga Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;
f2. Dinas Sumber Daya Air Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;
f3. Dinas Cipta Karya, Perumahan dan. Tata Ruang Daerah Provinsi

Sulawesi Tengah;
g. Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;
h. Dinas Pertanian Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;
1. D i n a s  Peternakan dan Kesehatan Hewan Daerah Provinsi Sulawesi

Tengah;
j. D i n a s  Kehutanan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;
k. Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;
1. D i n a s  Energi Sumber Daya Mineral  Daerah Provinsi Sulawesi

Tengah;
m. Dinas Pemuda dan Olah Raga Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;
n. Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Daerah Provinsi Sulawesi

Tengah;
o. Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Daerah

Provinsi Sulawesi Tengah;
p. Dinas Perkebunan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah; dan
q. Dinas Komunikasi  d a n  Informatika Daerah Provinsi Sulawesi

Tengah.

2. Ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf c, huruf c angka 1, huruf c angka 3,
huruf d, huruf d angka 3, h u r u f  e, huruf e angka 1, huruf e angka 2,
huruf e angka 3,  huruf f, huruf f  angka 1,  huruf f  angka 2,  huruf f
angka 3 diubah, dan ditambah 3 (tiga) huruf, yakni huruf g, huruf h
dan huruf  i ,  ayat  (2)  dan ayat (3) dihapus, serta ayat (4)  diubah,
sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6
(1) Susunan Organisasi D inas Pendidikan d a n  Kebudayaan D a e r a h

sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 2 ayat (2) huruf  a  terdiri atas:
a. Kepala Dinas;
b. Sekretaris, membawahi

1. Sub Bagian Perencanaan. Program;
2. Sub Bagian Keuangan dan Asset; dan
3. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;



c. Bidang Pendidikan Dasar (DIKDAS), membawahi:
1. Seksi Pembinaan SD;
2. Seksi Pembinaan SMP; dan
3. Seksi Pemb inaan ,  Pengembangan P e n d i d i k  d a n  Te n a g a

Kependidikan DIKDAS dan Kurikulum;
d. Bidang Pendidikan Menengah, membawahi :

1. Seksi Pembinaan SMA;
2. Seksi Pembinaan SMK; dan
3. Seksi Pembinaan Pengembangan P e n d i d i k  d a n  Te n a g a

Kependidikan DIKMEN dan Kurikulum;
e. Bidang PAUD, Non Formal dan In Formal, membawahi :

1. Seksi Pembinaan PAUD;
2. Seksi Pembinaan Pendidikan Kursus, Pelatihan dan Pendidikan

Masyarakat; dan
3. Seksi Pembinaan Pengembangan. Pend id i k  d a n  Te n a g a

Kependidikan PAUD, Non Formal/In Formal;
f. B idang Pendid ikan K h u s u s  d a n  Layanan  K h u s u s  (PKLK),

membawahi
1. Seksi Pembinaan Pendidikan Khusus dan  Layanan Khusus

DIKDAS;
2. Seksi Pembinaan Pendidikan Khusus dan  Layanan Khusus

DIKMEN; dan
3. Seksi Pembinaan Pengembangan P e n d i d i k  d a n  Te n a g a

Kependidikan PKLK dan Kurikulum;
g. Bidang Kebudayaan, membawahi :

1. Seksi Pembinaan Kesenian, Tradisi, dan Kepercayaan Terhadap
Tuhan Yang Maha Esa;

2. Seksi Pembinaan Sejarah dan Nilai Budaya; dan
3. Seksi Purbakala dan Permuseuman;

h. UPT; dan
i. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Dihapus.
(3) Dihapus.
(4) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah

diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I  y a n g  merupakan
bagian tidak terpisahkan dar i  Peraturan Daerah ini.

3. Ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf c, huruf c angka 1, huruf c angka 2,
huruf d, huruf d angka 1, huruf d angka 2, huruf f diubah, ditambah
2 (dua) huruf, yakni huruf  g dan huruf  h, ayat  (2) dan ayat (3)
dihapus, serta ayat (4) diubah, sehingga Pasal 7  berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 7
(1) Susunan Organisasi Dinas Kesehatan Daerah sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 2 ayat (2) huruf  b  terdiri atas:
a. Kepala Dinas;
b. Sekretaris, membawahi :

1. S u b  Bagian Perencanaan Program;
2. S u b  Bagian Keuangan dan Asset; dan
3. S u b  Bagian Kepegawaian dan Umum;



c. Bidang Bina Upaya Kesehatan, membawahi:
1. Seks i  Bimdal Gizi da KIA;
2. Seks i  Bimdal Pelayanan Kesehatan; dan
3. Seks i  Bimdal Kesehatan Khusus;

d. Bidang B i n a  Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan,
membawahi
1. Seksi Bimdal Penyakit Menular ;
2. Seksi Bimdal Penyakit Tidak Menular; dan
3. Seksi Bimdal Kesehatan Lingkungan;

e. Bidang Bina Pengembangan SDM Kesehatan, membawahi :
1. Seksi Bimdal Perencanaan dan Pendayagunaan;
2. Seksi Bimdal DIKLAT; dan
3. Seksi Bimdal Registrasi dan Akreditasi;

f. B idang Bina Kefarmasian, Jaminan, Sarana Kesehatan dan Alat
Kesehatan, membawahi :
1. Seksi Bimdal Jaminan Kesehatan ;
2. Seksi Bimdal Sarana dan Peralatan Kesehatan; dan
3. Seksi Bimdal Kefarmasian;

g. UPT; dan
h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Dihapus.
(3) Dihapus.
(4) Bagan S t r u k t u r  Organisasi  D i n a s  Kesehatan D a e r a h  d i u b a h

sebagaimana tercantum dalam Lampiran II y a n g  rnerupakan bagian
tidak terpisahkan dar i  Peraturan Daerah ini.

4. Di  antara ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf e dan huruf f disisipkan 1
(satu) huruf, yakni huruf el,  huruf f dihapus, ditambah 2 (dua) huruf,
yakni huruf g dan huruf h, ayat (2) dan ayat (3) dihapus, serta ayat (4)
diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10
(1) Susunan Organisasi  D i n a s  Perhubungan D a e r a h  sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf  e terdiri atas:
a. Kepala Dinas;
b. Sekretaris, membawahi :

1. Sub Bagian Perencanaan Program;
2. Sub Bagian Keuangan dan Asset; dan
3. Sub Bagian Kepegawaian. dan Umum;

c. B idang  Transportasi Darat, membawahi:
1. Seks i  Lalu Lintas;
2. Seks i  Angkutan; dan
3. Seks i  Keselamatan dan Teknik Sarana dan Prasarana;

d. B idang Transportasi Laut, membawahi:
1. Seksi Angkutan Laut;
2. Seksi Perkapalan dan Kepelautan; dan
3. Seksi Penjagaan dan Penyelamatan;

e. B idang  Transportasi Udara, membawahi:
1. Seksi Kebandarudaraan;
2. Seksi Keselamatan Penerbangan; dan
3. Seksi Angkutan. Udara;



el. Bidang Pengembangan Sistem Transportasi, membawahi:
1. Seksi Pengembangan Transportasi;
2. Seksi Kerjasama Transportasi; dan
3. Seksi Evaluasi, Data dan Pelaporan;

f. d ihapus .
g. U P T;  dan
h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Dihapus.
(3) Dihapus.
(4) Bagan S t r u k t u r  Organisasi D i n a s  Perhubungan Daerah  d i u b a h

sebagaimana tercantum dalam Lampiran V  yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dar i  Peraturan Daerah ini.

5. Ketentuan Pasal 11  ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dihapus,
sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11
(1) Dihapus.
(2) Dihapus.
(3) Dihapus.
(4) Dihapus.

6. D i  antara ketentuan Pasal 11 dan Pasal 12 disisipkan 3  (tiga) pasal,
yakni Pasal 11A, Pasal 11B, dan Pasal 11C, yang berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 11A
(1) Susunan Organisasi Dinas Bina Marga Daerah sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 2 ayat (2) huruf  f l terdiri atas:
a. Kepala Dinas;
b. Sekretaris, membawahi :

1. Sub Bagian Perencanaan Program;
2. Sub Bagian Keuangan dan Asset; dan
3. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;

c. B idang  Bina Teknik, membawahi:
1. Seks i  Perencanaan d a n  Pengawasan Te k n i s  J a l a n  d a n

Jembatan;
2. Seks i  Lingkungan dan Keselamatan Jalan; dan
3. Seks i  Pembinaan Jalan Kabupaten/Kota;

d. B idang Pembangunan, membawahi:
1. Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan Wilayah I;
2. Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan Wilayah II; dan
3. Seksi Pembangunan Jalan Strategis;

e. B idang  Pemeliharaan, membawahi:
1. Seks i  Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Wilayah I;
2. Seks i  Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Wilayah II; dan
3. Seks i  Peralatan dan Perbekalan;

f. B i d a n g  Bina Konstruksi, membawahi:
1. Seksi Pengembangan SDM;
2. Seksi Pembinaan Jasa Konstruksi; dan
3. Seksi Informasi dan Komunikasi Jasa Konstruksi;



g. UPT;  dan
h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Struktur  Organisasi Dinas Bina Marga Daerah sebagaimana
tercantum d a l a m  Lampi ran V I A y a n g  merupakan bag ian t i d a k
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 11B
(1) Susunan Organisasi Dinas Sumber Daya A i r  Daerah sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf f2 terdiri atas :
a. Kepala Dinas;
b. Sekretaris, membawahi:

1. Sub Bagian Perencanaan Program;
2. Sub Bagian Keuangan dan Asset; dan
3. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;

c. Bidang Perencanaan Teknik, membawahi:
1. Seksi Perencanaan Teknik Irigasi dan Rawa;
2. Seksi Perencanaan Teknik Sungai dan Pantai; dan
3. Seksi Perencanaan Teknik Danau, Embung dan Air Baku;

d. Bidang Pemanfaatan Sumber Daya Air, membawahi:
1. Seksi Irigasi dan Rawa; dan
2. Seksi Sungai dan Pantai; dan
3. Seksi Danau, Embung dan Air Baku;

e. Bidang Bina Pengelolaan Sumber Daya Air, membawahi:
1.. Seksi Bina Pelaksanaan Operasional Pemeliharaan Irigasi dan

Rawa;
2. Seksi Bina Pelaksanaan Operasional Pemeliharaan Sungai dan

Pantai; dan
3. Seksi Pengaturan Pengelolaan Sumber Daya Air;

f. B idang  Kelembagaan Sumber Daya Air, membawahi:
1. Seksi Bina Lembaga Sumber Daya Air;
2. Seksi Program Lembaga Sumber Daya Air; dan
3. Seksi Pelayanan Sumber Daya Air;

g. UPT; dan
h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan S t r u k t u r  Organisasi  D i n a s  S u m b e r  D a y a  A i r  D ae rah
sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIB yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dar i  Peraturan Daerah ini.

Pasal 11C
(1) Susunan Organisasi Dinas Cipta Karya, Perumahan dan Tata Ruang

Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf  f3 terdiri
atas:
a. Kepala Dinas;
b. Sekretaris, membawahi : •

1. Sub  Bagian Perencanaan Program;
2. Sub  Bagian Keuangan dan Asset; dan
3. Sub  Bagian Kepegawaian dan Umum;

c. Bidang Cipta Karya, membawahi:
1. Seksi Perencanaan Teknik;
2. Seksi T a t a  B a n g u n a n  d a n  Pengembangan K a w a s a n

Permukiman; dan
3. Seksi Pengembangan Prasarana Sarana  A i r  M i n u m  d a n

PPrrcrahc ta 11 T.irtc4riir aan PA-r-en, •



d. Bidang Perumahan Formal dan Perumahan Swadaya, membawahi :
1. Seksi Perencanaan, Pembinaan dan Pengendalian Perumahan;
2. Seksi Perumahan Formal; dan
3. Seksi Perumahan. Swadaya;

e. Bidang Pengembangan Kawasan, mernbawahi :
1. Seksi Fasilitasi dan Penyediaan. Prasarana Sarana Utilitas;
2. Seksi Peningkatan Kualitas Kawasan; dan
3. Seksi Perencanaan Kawasan;

f. B idang Penataan Ruang, membawahi :
1. Seksi Pembinaan Penataan Ruang Wilayah Provinsi;
2. Seksi Penataan Ruang Kabupaten/Kota Wilayah I; dan
3. Seksi Penataan Ruang Kabupaten/Kota Wilayah II;

g. UPT; dan
h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Cipta Karya, Perumahan dan Tata
Ruang Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIC yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

5. Ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf c angka 1, huruf c angka 2, huruf c
angka 3, huruf d angka 1, huruf d angka 2, huruf d angka 3, huruf e,
huruf e angka 1,  huruf e angka 3,  huruf f, huruf f  angka 1,  huruf f
angka 2, huruf f angka 3 diubah, ditambah 2 (dua) huruf, yakni huruf
g dan huruf h, ayat (2) clan ayat (3) dihapus, serta ayat (4) diubah,
sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

(1)

Pasal 13
Susunan Organisasi Dinas Pertanian Daerah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 ayat (2) huruf  h terdiri atas
a. Kepala Dinas;
b. Sekretaris, membawahi :

1. Sub Bagian Perencanaan. Program;
2. Sub Bagian Keuangan dan Asset; dan
3. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;

c. Bidang Produksi Tanaman Pangan, membawahi :
1. Seksi Pengembangan Produksi Tanaman Pangan;
2. Seksi Pengembangan Perbenihan Tanaman Pangan; dan
3. Seksi Pasca Panen Tanaman Pangan;

d. Bidang Produksi Hortikultura, membawahi :
1. Seksi Produksi Pengembangan, Perlindungan dan Pasca Panen

Buah;
2. Seksi Produksi Pengembangan, Perlindungan dan Pasca Panen

Sayuran dan Biofarmaka d a n
3. Seksi Produksi Pengembangan, Perlindungan dan Pasca Panen

Florikultura;
e. Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian, membawahi :

1. Seksi Pengolahan Hasil Pertanian;
2. Seksi Mutu dan Standarisasi; dan
3. Seksi Pengembangan Usaha, Investasi, Promosi dan Pemasaran

Hasil Pertanian;
f. B idang Prasarana dan Sarana Pertanian, membawahi :

1. Seksi Pengelolaan Lahan dan Air;
2. Seksi Pupuk dan Pestisida; dan
3. Seksi Alat dan Mesin, Kelembagaan dan Pembiayaan;



(2) Dihapus.
(3) Dihapus.
(4) S t ruk tu r  Organisasi D inas Pertanian Daerah d iubah sebagaimana

tercantum d a l a m  Lampi ran  V I I I  y a n g  merupakan bag ian  t i d a k
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

7. Ketentuan Pasal 15 ayat (1) huruf f angka 3 diubah, ayat (2) dan ayat
(3) dihapus, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15
(1) Susunan  Organisasi Dinas Kehutanan Daerah sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 2 ayat (2) huruf  j  terdiri atas :
a. Kepala Dinas;
b. Sekretaris, membawahi:

1. Sub Bagian Perencanaan Program;
2. Sub Bagian Keuangan dan Asset; dan
3. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;

c. Bidang Planologi Kehutanan, membawahi:
1. Seksi Inventarisasi dan Perpetaan Hutan;
2. Seksi Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan; dan
3. Seksi Penatagunaan Hutan;

d. Bidang Bina Usaha Hasil Hutan, membawahi :
1. Seksi Pengelolaan Hutan Produksi;
2. Seksi Bina Pemanfaatan Hasil Hutan; dan
3. Seksi Tertib Peredaran Hasil Hutan dan Iuran Kehutanan;

e. Bidang Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial, membawahi:
1. Seksi Rehabilitasi Lahan;
2. Seksi Perhutanan Sosial; dan
3. Seksi Reklamasi Lahan dan Pengelolaan Das;

f. B idang  Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam, membawahi:
1. Seksi Bina Perlindungan Hutan;
2. Seksi Konservasi Alam; dan
3. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;

g. UPT; dan
h. Kelompok Jabatan Fungsional

(2) Dihapus.
(3) Dihapus.
(4) Struktur Organisasi Dinas Kehutanan Daerah sebagaimana tercantum

dalam Lampiran X  yang merupakan bagian t idak  terpisahkan dar i
Peraturan Daerah ini.

8. Ketentuan Pasal 19 ayat (1) huruf c angka 1, huruf c angka 2, huruf c
angka 3, huruf d, huruf d angka 1, huruf d angka 2, huruf d angka 3,
huruf e, huruf e angka 1, huruf e angka 2, huruf e angka 3, huruf e
dan huruf f disisipkan 1 (satu) huruf yakni huruf el ,  huruf f dihapus,
ditambah 2 (dua) huruf, yakni huruf g dan huruf h, ayat (2) dan ayat
(3) dihapus, serta ayat (4) diubah, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai
berikut :



Pasal 19
(1) Susunan Organisasi Dinas Pariwisata dan  Ekonomi Kreati f  Daerah

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf  n terdiri atas:
a. Kepala Dinas;

b. Sekretaris, membawahi :
1. S u b  Bagian Perencanaan Program;
2. S u b  Bagian Keuangan dan Asset; dan
3. S u b  Bagian Kepegawaian dan Umum;

c. Bidang Pemasaran Pariwisata, membawahi :
1. Seks i  Pengembangan Pasar dan. Informasi Pariwisata;
2. Seks i  Promosi Pariwisata Dalam dan Luar Negeri; dan
3. Seks i  Pencitraan, Event dan Minat Khusus;

d. Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata, membawahi
1. Seks i  Pemberdayaan Masyarakat Destinasi Pariwisata;
2. Seks i  Industri Pariwisata; dan
3. Seks i  Pengembangan Destinasi dan Daya Tarik Wisata;

e. Bidang Ekonomi Kreatif Berbasis Seni dan Budaya, membawahi :
1. Seks i  Pengembangan Industri Film;
2. Seks i  Pengembangan Seni Pertunjukan dan Industri Musik; dan
3. Seks i  Pengembangan Seni Rupa;

el.Bidang Ekonomi Kreatif Berbasis Multimedia Desain dan IPTEK,
membawahi :
1. Seksi Pengembangan Ekonomi Kreatif  Berbasis Media;
2. Seksi Desain dan Arsitektur; dan
3. Seksi Kerjasama dan Fasilitasi;

f. dihapus.
g. UPT; dan
h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Dihapus.
(3) Dihapus.
(4) Bagan S t ruk tu r  Organisasi Dinas Pariwisata dan  Ekonomi Kreat i f

Daerah d iubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran X IV  yang
merupakan bagian tidak terpisahkan. dan Peraturan Daerah ini.

5. Ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf g dihapus, ditambah 2 (dua) huruf
yakni, huruf h dan huruf i, ayat (2) dan ayat (3) dihapus, serta ayat (4)
diubah, sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20
(1) Susunan. Organisasi  D i n a s  Koperasi, U M K M  Perindustr ian d a n

Perdagangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2  ayat  (2)
huruf o terdiri atas :
a. Kepala Dinas;
b. Sekretaris, membawahi

1. Sub Bagian Perencanaan Program;
2. Sub Bagian Keuangan dan Asset; dan
3.Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;

c. Bidang Koperasi, membawahi:
1. Seks i  Kelembagaan Koperasi;
2. Seks i  Pembiayaan dan Simpan Pinjam; dan
3. Seks i  Pengembangan Usaha Koperasi;



d. Bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), membawahi
1. Seks i  Pengembangan Usaha UMKM;
2. Seks i  Pembiayaan dan Penjaminen. UMKM; dan
3. Seks i  Pengembangan Pemasaran;

e. Bidang Industri, membawahi :
1. Seks i  Industri Agro, Hasil Kelautan dan Kimia;
2. Seks i  Industri Logam, Mesin, Elektronika, Telematika dan

Aneka; dan
3. Seks i  Hasil Hutan Bahan Bangunan dan Kerajinan;

f. Bidang Perdagangan, membawahi :
1. Seksi Usaha dan Sarana Perdagangan;
2. Seksi Pengadaan dan Penyaluran Barang dan Jasa; dan
3. Seksi Ekspor dan Impor;

g. dihapus;
h. UPT; dan
i. Kelompok Jabatan. Fungsional.

(2) Dihapus.
(3) Dihapus.
(4) Bagan S t ruk tu r  Organisasi D inas  Koperasi, UMKM,  Per indust r ian

dan. Perdagangan Daerah d i ubah  sebagaimana tercantum da lam
Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Daerah ini.

9. D i  antara Pasal 21 dan Pasal 22 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal
21A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21A
(1) Susunan Organisasi D i n a s  Komunikas i  dan.  In format ika Daerah

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf  q terdiri atas:
a. Kepala Dinas;
b. Sekretaris, membawahi

1. Sub Bagian Perencanaan Program;
2. Sub Bagian Keuangan dan Asset; dan
3. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;

c. B idang  Pos dan Telekomunikasi, membawahi:
1. Seksi Pos dan Telekomunikasi;
2. Seksi Evaluasi Teknis Penyiaran; dan
3. Seksi Pengendalian d a n  Standarisasi Perangkat P o s  d a n

Telekomunikasi;
d. B idang Aplikasi Informatika, membawahi:

1. Seks i  E-Government;
2. Seks i  Pemberdayaan Informatika; dan
3. Seks i  Keamanan Informasi;

e. B idang  Informasi dan Komunikasi Publik, membawahi:
1. Seks i  Komunikasi Publik;
2. Seks i  Pengolahan Penyediaan Informasi; dan
3. Seks i  Kemitraan Komunikasi;

f. B i d a n g  Pengolahan Data Elektronik, membawahi:
1. Seks i  Kompilasi Data;
2. Seks i  Integrasi Data; dan
3. Seks i  Penyajian. Data dan Informasi;

i. U P T;  dan
j. Ke lompok  Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan  Informatika Daerah



10. Di antara ketentuan Pasal 23  dan BAB I I I  disisipkan 1  (satu) bab,
yakni BAB HA dan 1  (satu) pasal, yakni Pasal 23A yang berbunyi
sebagai berikut:

BAB IIA
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23A
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, seluruh jabatan beserta pejabat
yang memangku jabatan d i  lingkungan Dinas sebagaimana dimaksud dalam
Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 06 Tahun 2008 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, tetap
melaksanakan t u g a s  d a n  fungs inya  sampa i  dengan  d i l a n t i k  kemba l i
berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal II
Peraturan. Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi
Tengah.

Ditetapkan d i  Palu
pada tanggal 26 Nopember 2012

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

LONGKI DJANGGOLA

Diundangkan di P a l u
pada tanggal 26 Nopember 2012

SE E T A R  D A E R A H  PROVINSI
SULAW I  TENGAH,

AMDJAD LAWASA

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2012 NOMOR: 40



PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
NOMOR 09 TAHUN 2012

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

NOMOR 06 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS D I N A S  DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

I. U M U M

Peraturan Daerah tentang Perubahan atas P e r a t u r a n  Daerah Provinsi

Sulawesi Tengah Nomor  0 6  Ta h u n  2008  tentang Organisasi  d a n  Ta t a  Ker ja
Dinas-Dinas Daerah Provinsi  Sulawesi Tengah merupakan Peraturan Daerah

yang mengatur penambahan/perubahan pada 2 (dua) dinas, perubahan nama

2 (dua) d ivas,  perubahan nama beberapa jabatan pada dinas, dan  mencabut
bidang tertentu pada dinas.

Peraturan Daerah tentang Perubahan atas P e r a t u r a n  Daerah Provinsi

Sulawesi Tengah Nomor  0 6  Ta h u n  2008  tentang Organisasi  d a n  Ta t a  Ker ja

Dinas-Dinas D a e r a h  Prov ins i  Su lawes i  Tengah  d idasa rkan  p a d a  beberapa

pemikiran yakni:

a. Re fo rmas i  b i rokras i  pemer in tah daerah sesuai  dengan t u n t u t a n  v is i  d a n

misi pemer in tahan daerah  sebagaimana d i a t u r  da lam Peraturan Daerah

Nomor 04 Ta h u n  2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah P r o v i n s i  S u l a w e s i  Te n g a h  Ta h u n  2 0 11 - 2 0 1 6 ,  m e n g h e n d a k i

penguatan kelembagaan perangkat daerah da lam melakukan  optimalisasi

pemberian pe layanan  k e b u t u h a n  masya raka t  o l e h  pemer i n t ah  d a e r a h

dalam mewujudkan tu juan pembangunan di daerah;
b. penyesua ian  te rhadap  perubahan  n a m a  kelembagaan kementer ian  aga r

tercipta sinergi pelaksanaan urusan di daerah.
Sebagai p e r u b a h a n  terhadap P e r a t u r a n  Daerah sebelumnya, terdapat

materi muatan  ba ru  yang di tambahkan, d iubah a tau dihapus pada Peraturan

Daerah tersebut yang diatur  dalam Peraturan. Daerah ini,  yaitu:
a. p e r u b a h a n  Dinas  Pekerjaan U m u m  Daerah menjadi  3  (tiga) d inas,  yakn i

1) D inas  B i n a  Marga  Daerah, 2 )  D inas  Sumber  Daya  A i r  Daerah, d a n
3) Dinas Cipta Karya, Perumahan dan Tata Ruang Daerah;

b. p e r u b a h a n  D i n a s  Perhubungan,  Komun i kas i  d a n  I n fo rma t i ka  Daerah,
menjadi 2 (dua) dinas, yakn i  1) Dinas Perhubungan Daerah, dan 2) Dinas
Komunikasi dan Informat ika Daerah;

T l i r i  c Pr nrl;r�ikan n a e r a h  men iad i  Dinas_



Pendidikan d a n  Kebudayaan Daerah, se r ta  D inas  Kebudayaan d a n
Pariwisata menjadi Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;

d. perubahan beberapa nama bidang dan seksi pada Dinas Pertanian Daerah,
Dinas Kehutanan Daerah  d a n  D inas  Kesehatan Daerah, te rmasuk
perubahan n a m a  b i d a n g  d a n  s e k s i  p a d a  D i n a s  Pendidikan d a n
Kebudayaaan Daerah dan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; dan

e. menghapus Bidang Metrologi pada Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian
dan Perdagangan Daerah untuk diwadahi dalam 1 (satu) un i t  pelaksana
teknis.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I
Cukup jelas.

Pasal I I
Cukup jelas.



LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
NOMOR 09 TAHUN Ao r z
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH NOMOR 06 TAHUN 2008
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS-DINAS DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

IMPALA DINAS

SEKRETARIS

r

KELOMPOK
JABATAN

FUNGSIONAL

SUB BAGIAN
PERENCANAAN

PROGRAM

SUB BAGIAN
KEUANGAN DAN

ASSET

SUB BAGIAN
IMPEGAVJAIAN DAN

UN/MY/

V
BIDANG PENDIDIKAN

DASAR (DIKDAS)

V
B I D A N G  PENDIDIKAN
MENENGAH (DIKMEN)

SEES! PEMBINAAN
SD

SEKSI PEMBINAAN
SMP

S E M I  P E M B I N A A N ,
PENGENBANGAN P E N D I D I K  DAN

TENAGA E Z P E N D I D I K A N
D I K D A S  DAN KIDRIELTILUAI

SEKSI PEMBINAAN
SMA

SEKSI PEMBINAAN
SMK

SEISE' PEMBINAAN,
PENGEADIANGAN P E N D I D I K  DAN

T E N A G A REPE2iDEDINAN D I N M E N
DAN K D R I N D L I I M

BIDANG PAUD, NON FORMAL
DAN IN FORMAL IPAUDNI)

SEKSI PEMBINAAN PAUD

SEKSI PEMBINAAN PENDIDIKAN
KURSUS, PELATIFIAN DAN

PENDIDIKAN MASYARAKAT

S E K S I  PEADDNAAN, PENGEMBANGAN
P E N D I D I K  DAN TERAGA K E P E N D I D I E A R

PAUD, NON F O R M A L / I N  F O R M A L

UPT

V
BIDANG PENDIDIKAN KFIUSUS
DAN LAYANAN KHUSUS (PKLK)

SEKSI PEMBINAAN PENDID IKAN
KHUSUS DAN L AYA N A N

KHUSUS D I K D A S

SERB! PEMBINAAN P E N D I D I K A N
KHUSUS DAN L AYA N A N

KHUSUS D I K M E N

SEKSI PEMBINAAN
PENGENIBANGAN P E N D I D I K  DAN

-  T E N A G A  K E P E N D I D I K A N  M I L K
DAN KURIKULUNI

BIDANG KEBUDAYAAN
( = B U D )

S E K S I  PEMBINAAN K E S E N I A N ,
T R A D I S I  DAN K M ^ E R C AYA A N

-  T E R S A D A P  T U R N  YA N G  M A S A
E S A

SEES! PEMBINAAN
SEJARAH DAN N/LAI

BUDAYA

SEKSI PURBAKALA
DAN PERMUSEUMAN

GUBERNURITI<AWESI TENGAH,

LONGK J A N G G O L A



LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
NOMOR 0 3  TAI-IUN zo r a
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH NOMOR 06 TAHUN 2008
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS-DINAS DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS KESEHATAN DAERAH
DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPALA DINAS

SEKRETARIS

r

KELOMPOK
JABATAN

FUNGSIONAL

SUB BAGIAN
P£RENCANAAN

PROGRAM

SUB BAGIAN
KEUANGAN DAN

ASSET

SUB BAGIAN
IMPEGAWATAN DAN

UNIUM

BIDANG BINA
UPAYA KESEHATAN

BIDANG BINA PENGENDALIAN
PENYAKIT DAN PENYERATAN

LINGKUN GAN

SEKSI BIMDAL
GIZI DAN ICA

SEKSI B IMDAL
PELAYANAN
KESEHATAN

SEKSI BEMDAL
KESEHATAN KHUSUS

1

SEKSI
BLMADAL PENYAKIT

MENTJLAR

SEKSI BIMDAL PENYAKIT
TIDAX MENU-EAR

SEKSI B I M D A L
KESEHATAN

LINGKUNGAN

BIDANG BINA PENGEMBANGAN
SDM KESEHATAN

SEKSI B IMDAL PERENCANAAN
DAN PENDAYAGUNAAN

SEKSI BIMDAL
P ENDID IKAN DAN

PELATIHAN

SEKSI B IMDAL REGISTRASI
DAN AKITEDITASI

UPT

H W A N G
B I N A K Z F AVA A S I A N ,  JABSINAN,  B A N A N A

ICZLIENATAN DAN A L A T  K E S E I S ATA N

SEKSI BIMDAL
JAMINAN KESEHATAN

SEKSI BIMDAL SARANA
DAN PERALATAN

KESEHATAN

SEKSI B I M D A L
KEFARMASIAN

GUBERNUR WESI TENGAH,

LONGKI 1rt TANGGOLA



LAMPIRAN VIA
PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
NOMOR 09 TAHUN -24542.
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH NOMOR 06 TAHUN 2008
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS-DINAS DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS BINA MARGA DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPALA DINAS

SEKRETAR1S

r
BUN .BAGIAN

PrItNZCANAAN PROGRAM

Y
BIDANO

PEMBANGUNAN

WNW PIXENCANAAN DAN
PENCLAIWASAN TIMMS JALAN

DAN JEINIATAN

SEIM LINOKUNOAN DAN
KE8ELAMATAN JALAN

SEEM PESIBINAAN JALAN
KABUPATEN KOTA

821(81 PEMBANGUNAN JALAN
DAN JEMBATAN = A F A R  I

S E I M  PEMBANGUNAN JALAN
DAN JEMBATAN WILAYAH U

SEK8I PEMBANOUNAN
JALAN STRATEGI8

V

SUB RADIAN
NIUANGAN DAN AIN=

MN DAMAN
JOSPIDAWAIAN DAN WPM

81DANG
PEMELIHARAAN

M E M  PEMELIHARAAN JALAN DAN
JEMBATAN WILAYAH I

8EK81 PEMELIHARAAN JALAN DAN
JEMBATAN WILAYAH II

SEES! PERALATAN DAN
PERBEKALAN

UPT

BIDANG
BINA KONSTRUK81

S E M
PENGEMBANGAN 8DM

SEEM PEIMUNAAN
JASA KONSTRUKBI

SEMI INFORMS! DAN
licoMITNIKANI JASA KonsTRESUR

S I \  GUBERNU LAWESI TENGAH,
1)

LONGKft JANGGOLA



LAMPIRAN VI B
PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
NOMOR o9 TA H U N  "tom
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH NOMOR 06 TAHUN 2008
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS-DINAS DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS SUMBER DAYA AIR
DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPALA DINAS

SEKRETARIS

4

KELOMPOK
JABATAN

FUNGSIONAL

SUB BAGIAN
PERENCANAAN

PROGRAM

SUB BAGIAN
KEUANGAN DAN

ASSET

SUB BAGIAN
KEPEGAWAIAN DAN

UMUM

BIDANG PERENCANAAN
TEKNIK

SEKSI PERENCANAAN
TEKNIK IRIGASI DAN

RAWA

SEKSI PERENCANAAN
TEKNIK SUNGAI

DAN PANTAI

SEKSI PERENCANAAN
TEKNIK E M B U N G

DAN AIR BAKU

BIDANG PEMANFAATAN
SUMBER DAYA AIR

SEKSI IRIGASI DAN
RAWA

SEKSI SUNGAI DAN
PANTAI

SEKSI DANAU, EMBUNG
DAN AIR BAKU

t
BIDANG BINA PENGELOLAAN

SUMBER DAYA AIR

SEKSI BINA PELAKSANAAN
OP IRIGASI DAN RAWA

SEKSI BINA PELAKSANAAN
OP SUNGAI DAN PANTAI

SEKSI PENGATURAN
PENGELOLAAN SUMBER DAYA

AIR

UPT

BIDANG KELEMBAGAAN
SUMBER DAYA AIR

SEKSI BINA LEMBAGA
SUMBER DAYA AIR

SEKSI PROGRAM
LEIVIIIAGA SUMBER DAYA

AIR

SEKSI PELAYANAN
SUMBER DAYA AIR

GUBERNUR H U L A E S I  TENGAH,

LONGKI A N G G O L A



LAMPIRAN VI C
PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
NOMOR 08 TAHUN 2.02.
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH NOMOR 06 TAHUN 2008
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS-DINAS DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS CIPTA KARYA, PERUMAHAN DAN TATA RUANG DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH

K E PA L A D I N A S

S E K R E TA R I S

,OMPOK JABATAN
FUNGSIONAL

SUB BAGIAN
PERENCANAAN

PROGRAM

SUB BAGIAN
KEUANGAN DAN ASSET

SUB BAGIAN
KEPEGAWATAN DAN

UMUM

V

B I D A N G  C I P TA  K A R YA
BIDANG PERUMAHAN FORMAL

DAN PERUMAHAN SWADAYA

SEKSI PERENCANAAN
TEKNIK

SEKSI TATA BANGUNAN
DAN PENGEMBANGAN

KAWASAN PERMUMMAN

S E M I  PENGEMBANGAN PS A I R
M I N U M  DAN PENYEHATAN

LINGKUNGAN PERMUKIMAN

SEKSI
PERENCANAAN,PEMBINAAN

DAN PENGENDALIAN
PERUMAHAN

SEKSI PERUMAHAN FORMAL

SEKSI PERUMAHAN
SWADAYA

BIDANG PENGEMBANGAN
KAWASAN

SEKSI PERENCANAAN KAWASAN

SEKSI FASILITASI DAN
PENYEDIAAN PSU

SEKSI PENINGKATAN KUALITAS
KAWASAN

U P T

B I D A N G  P E N ATA A N  R U A N G

SEKSI PEMEINAAN PENATAAN
RUANG WILAYAH PROVINSI

SEKSI PENATAAN RUANG
KABUPATEN/ROTA WILAYAH I

SEKSI PENATAAN RUANG
KABUPATEN/ROTA WILAYAH II

GUBERNUR U L AW E S I  TENGAH,

LONG J A N G G O L A



LAMPIRAN VIII
PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
NOMOR 09 TA H U N  a o m
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH NOMOR 06 TAHUN 2008
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS-DINAS DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERTANIAN DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPALA DINAS

SEKRETARIS

KELOMPOK
JABATAN

FUNGSIONAL

SUB BAGIAN
PERENCANAAN

PROGRAM

SUB BAGIAN
KEUANGAN DAN

ASSET

SUB BAGIAN
KEPEGAWAXAN DAN

UMUM

BIDANG PRODUKSI
TANAMAN PANGAN

BIDANG PRODUKSI
HORTIKULTURA

BEKSI  PENGEMBANGAN
PRODUKSI TA N A M A N

PANGAN

SEKSI  PENGEMBANGAN
PERBENIKAN TA N A M A N

PANGAN

SEKSI PASCA PANEN
TANAMAN PANGAN

SEKSI
PRODUKSI ,PENG£MBANGAN,
PERLINDUNGAN DAN PASCA

PANEN SLUM

SEXSI PRODUKSI
PENGEMBAN.A1,,PKRUNDUEGALDAN

PASCA PASEN rokraRAS DA1 MOITARISAHA

S E K S I  P R O D U K S I
PENGEMBANGAN,PERLENDUNGAN

DAN PA S C A PA N E S
T L O R I N U LT U R A

BIDANG PENGOLAHAN DAN
PEMASARAN HASII. PERTANIAN

-1
SEKSI PENGOLAHAN

HASIL PERTANIAN

SEKSI MUTU DAN
STANDARISASI

SEKSI  PENGEMBANGAN USAHA,
INVESTASI ,PROMOSI  DAN

PEMASARAN HABIL PERTANIAN

UPT

BIDANG PRASARANA DAN
SARANA PERTANIAN

SEKSI PENGELOLAAN
LAHAN DAN AIR

SEKSI PUPUK DAN
PESTISIDA

SEKSI ALSIN,
KELEMBAGAAN DAN

PEMB lAYAAN

GUBERNUR ULAWESI  TENGAH,

LONGKI DJANGGOLA



LAMPIRAN X _
PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
NOMOR c9  ..TAHUN .Atnz
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH NOMOR 06 TAHUN 2008
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS-DINAS DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS KEHUTANAN DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPALA DINAS

SEKRETARIS

J.

KELOMPOK
JABATAN

FUNGSIONAL

SUB BAGIAN
PERENCANAAN

PROGRAM

SUB BAGIAN
KEUANGAN DAN

ASSET

SUB BAGIAN
KEPEGAWAIAN DAN

UMUM

•
BIDANG PLANOLOGI

KEIIUTANAN

r

BIDANG BINA USAHA
HASIL HUTAN

SERIN INVENTARISAI3I
DAN PEIRPETAAN HUTAN

SEKSI  REIYIB ENTINE/I l i
W I L AYA H  PENGELOLAAN

H U TA N

SEKSI
PENATAGUNAAN

HUTAN

SEKSI
PENGELOLAAN HUTAN

PRODUKSI

SEKSI  B I N A PEMANFAATAN
HASIL HUTAN

SEKSI  T E R T I B  PEREDARAN
H A B I L  HUTAN DAN IURAN

K E H U TA N A N

BIDANG REHABILITASI LAHAN
DAN PERHUTANAN SOSIAL

SEKSI REHABILITASI
LAHAN

SEKSI PERHUTANAN
SOSIAL

SEKSI REKLAMASI LAHAN
DAN PENGELOLAAN DAS

U P T

BIDANG
PERLINDUNGAN H U TA N  D A N

KONSERVABI  A L A M

1

SEKSI PERLINDUNGAN
HUTAN

SEKSI KONSERVASI
ALAM

SEKSI PEDII3ERDATAAN
MASYARAKAT

GUBERNUR L A W E S I  TENGAH,‘ ,
1

LONG KI J A N G G O L A
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LAMPIRAN XIV
PERATURAN Dii_ERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
NOMOR 09 TAHUN
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH NOMOR 06 TAHUN 2008
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS-DINAS DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

SEKRETARIS

SUB BAGIAN
PERENCANAAN

PROGRAM

SUB BAGIAN
KEUANGAN DAN ASSET

SUB BAGIAN
KEPEGAWAIAN DAN

UMUM

KELOMPOK
JABATAN

FUNGSIONAL

BIDANG PEMASARAN
PARIWISATA

BIDANG PENGEMBANGAN
DESTINASI PARIWISATA

BIDANG EKONOMI KREATIF
BERBASIS SENT DAN BUDAYA

BIDANG EKONOMI KREATIF
BERBASIS MULTIMEDIA

DESAIN DAN IPTEK

SEKSI PENGEMBANGAN
PASAR DAN INFORMASI

PARIWISATA

SEKSI PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESTINASI

PARIWISATA
SEKSI PENGEMBANGAN

I N D U S =  FILM

SEES! PENGEMBANGAN
EKONOMI KREATIF BERBASIS

MEDIA

SEKSI PENGEMBANGAN SENT
PERTUNJUKAN DAN

INDUSTRI MUSIK

SEKSI DESAIN DAN
ARSITEKTUR

SEKSI PROMOSI PARIWISATA
DALAM DAN WAR NEGERI

SEKSI I N D U S T R I
PARIWISATA

SEKSI PENCITRAAN, EVENT
DAN MINAT KHUSUS

SEKSI PENGEMBANGAN
DESTINASI DAN DAYA

TARIK VTISATA

SEKSI PENGEMBANGAN
SENT RUPA

SEKSI KERJASAMA DAN
FASI LI TASI

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPALA DINAS

UPT GUBERNUR U r E S I  TENGAH,

LONGKI DJANGGOLA



LAMPIRAN XV
PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
NOMOR 08 TAHUN A0/2.
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH NOMOR 06 TAHUN 2008
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS-DINAS DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

SAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS KOPERASI, UMKM, PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN DAERAH PROVINSI. SULAWESI TENGAH

KEPALA DINAS

SEKRE 'ARIS

r
SUB BAGIAN

PERENCANAAN
PROGRAM

BIDANG
KOPERASI

SEKSI
KELEMBAGAAN

KOPERASI

BIDANG USAHA MIKRO KECIL
• D A N  MENENGAH (UMKM)

1  SEKSI PEMBIAYAAN
DAN SIMPAN

PINJAM

SEKSI
PENGEMBANGAN
USAHA KOPERASI

SEKSI
PENGEMBANGAN

USAHA UMKM

SEKSI PEMBIAYAAN DAN
PENJAMINAN UMKM

SEKSI PENGEMBANGAN
PEMASARAN

V

SUB BAGIAN
KEUANGAN DAN

ASSET

BIDANG INDUSTRI

1

SEKSI INDUSTRI AGRO, HASIL
KELAUTAN DAN KIMIA

SEKSI INDUSTRI LOGAM,
MESIN, ELEKTRONIKA,

TELEMATIKA DAN ANEKA

SEKSI HASIL HUTAN BAHAN
BANGUNAN DAN KERAJINAN

UPT

SUB BAGIAN
KEPEGAWAIAN DAN

UMUM

V
BIDANG

PERDAGANGAN

SEKSI USAHA DAN
SARANA PERDAGANGAN

SEKSI PENGADAAN DAN
PENYALURAN BARANG

DAN JASA

SEKSI EKSPOR DAN
IMPOR

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

\11)

\ )  LONGKI JANGGOLA



LAMPIRAN XVII
PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
NOMOR o9 TA H U N  Acia
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH NOMOR 06 TAHUN 2008
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS-DINAS DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

BAGAN STRUKTUR DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAERAH
DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPALA DINAS

SEKRETARIS

KEL OMPOK
JABATAN

FUNGSIONAL

4
SUB BAGIAN

PERENCANAAN
PROGRAM

'V
SUB BAGIAN

KEVANGAN DAN
ASSET

SUB BAGIAN
KEPEGAWAIAN DAN

UMUM

V-
BIDANG POS DAN

TELEKOMUNIKASI
BIDANG APLIKASI

INFORMATI KA

SEKSI POS DAN
TELEKOMUNIKASI

SEKSI EVALUASI
TEKNIS

PENYIARAN

SERBS PENGIERDALIAN DAN
ETANDAR1SAS I PERANGTIAT
POS DAN TELEROBEITERASI

SEKSI E-GOVERNMENT

SEKSI PEMBERDAYAAN
INFORMATIKA

SEKSI KEAMANAN
INFORMASI

BIDANG INFORMASI DAN
KOMUNIKASI PUBLIK

SEKSI KOMUNIKASI
PUBLIK

SEKSI PENGOLAHAN
PENYEDIAAN INFORMASI

SEKSI KEMITRAAN
KOMUNIKASI

BIDANG PENGOLAHAN
DATA ELEKTRONIK

SEKSI KOMPILASI
DATA

SEKSI INTEGRASI
DATA

SEKSI PENYAJIAN
DATA DAN INFORMASI

GUBERNUR ' i y  \ESI TENGAH,1

LONGKI A N G G O L A
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